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B A B  III 

 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  

 
 

Kondisi perekonomian daerah dan pembiayaan pembangunan pada Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011 memberi gambaran kondisi 

ekonomi makro tahun 2009, perkiraan tahun 2010, sasaran-sasaran pokok 

tahun 2011 serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. 

Sasaran tahun 2011 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan 

sesuai dengan prioritas yang digariskan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Pacitan menunjukan perkembangan positif terutama pada tahun 2009 mencapai 

angka 6.07%, ini menunjukan bahwa perekonomian semakin baik dan 

kesejahteraan akan semakin meningkat pula. Dari sisi pendapatan juga 

mengalami peningkatan sehingga pembiayaan pembangunan akan semakin 

baik. 

3.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2009 dan PERKIRAAN TAHUN 
2010 

 

Perkembangan indikator makro ekonomi memberikan suatu gambaran kondisi 

ekonomi makro Kabupaten Pacitan tahun 2009 dan kondisi yang diperkirakan 

akan berlangsung pada tahun 2010, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan 

Tahun 2009 dan Tahun 2010 
 

No Indikator  Tahun 2009*) Tahun 2010**) Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 

1 PDRB ADHB (Juta Rp) 2.913.638 2.945.102 31.464 

2 PDRB ADHK (Juta Rp) 1.426.987 1.528.172 101.185 

3 PDRB PER KAPITA (Rp) 5.215.554 5.319.251 103.697 

4 PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 6.07 6.50 0.43 

5 INFLASI PDRB (%) 4.38 5.0 0.62 

Sumber : BPS Kab. Pacitan 
*)  : Angka sementara 

**)  : Angka proyeksi 

 

PDRB dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 

(ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada tahun yang berlaku dan digunakan untuk melihat PDRB perkapita, 

Pendapatan perkapita serta untuk mengetahui besarnya pergeseran struktur 

ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah harga barang dan 
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jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar 

dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

Perkembangan PDRB sampai dengan tahun 2010 ini, dapat dilihat kenaikannya 

pada indikator makro ekonomi yang terus mengalami peningkatan sehingga 

berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 

angka indikator makro ekonomi, antara lain PDRB ADHB pada tahun 2009 

sebesar Rp.2.913.638 (dua trilyun sembilan ratus tiga belas milyar enam ratus 

tiga puluh delapan juta rupiah) dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar 

Rp.2.945.102  (dua trilyun sembilan ratus empat puluh lima milyar seratus dua 

juta rupiah. Sementara PDRB ADHK pada tahun 2009 sebesar Rp.1.426.987 

(satu trilyun empat ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh 

tujuh juta rupiah) dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar Rp.1.528.172  

(satu trilyun lima ratus dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta 

rupiah).  

PDRB per kapita Kabupaten Pacitan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2009 sebesar Rp.5.215.554 (lima juta dua ratus lima belas 

ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan diperkirakan pada tahun 2010 

sebesar Rp.5.319.251 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima 

puluh satu rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp.103.697 (seratus 

tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan, 

pada tahun 2009 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07% dan pada tahun 

2010 diperkirakan sebesar 6,50% atau mengalami pertumbuhan sebesar 

0.43%. Tingkat inflasi pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan, yaitu sebesar 4,38% dan diharapkan pada tahun 2010 tingkat inflasi 

tersebut dapat dipertahankan meskipun target dalam RPJMD sebesar 5% telah 

dapat terlampaui. 

 
3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 

2012 

 

Tantangan perekonomian daerah tahun 2011 yang utama adalah pengentasan 

kemiskinan dan pengangguran, dimana pada tahun 2008 angka penduduk 

miskin di Kabupaten Pacitan sebesar 19.79% sementara tingkat pengangguran 

terbuka sebesar 3.10% di tahun 2008 dan menurun menjadi 1.32% pada tahun 

2009. Kondisi tersebut masih sangat sulit untuk segera diselesaikan, mengingat 

adanya pengaruh ekonomi regional maupun nasional akibat krisis keuangan 

global yang berdampak pada berkurangnya lapangan kerja. 
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 Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan perekonomian di Kabupaten 

Pacitan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, diantaranya adalah 

seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel : 3.2 
Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Pacitan 

 

No 
Kondisi Internal Daerah Kondisi Eksternal Daerah 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman  

1 Stabilitas sosial 
politik daerah 

sangat kondusif 

Masih cukup 
tingginya angka 

penduduk miskin 
dan pengangguran 

Adanya komitmen 
semua pemangku 

kepentingan 
pembangunan 

Pengaruh keuangan 
global terhadap 

kondisi 
perekonomian 

daerah 

2 Tersedianya potensi 
sektor industri 

Masih rendahnya 
aksesibilitas dan 

kualitas pendidikan 

dan kesehatan 

Adanya kemitraan 
dengan pihak ketiga 

Laju globalisasi 
yang bila tidak 

diantisipasi 

menimbulkan 
ketertinggalan dari 

daerah lain 

3 Potensi Pariwisata 
yang sangat baik  

untuk 
dikembangkan 

Insfrastruktur yang 
kurang memadai 

dan terbatasnya 
akses terhadap air 

bersih 

Tersedianya sarana 
prasarana teknologi 

informasi yang 
memadai 

Kebijakan otonomi 
daerah yang 

diartikan sebagai 
kebebasan sehingga 

menimbulkan ego 
daerah 

4 Tersedianya 

potensi kelautan 
yang tidak pernah 

habis dikelola dan 

dimanfaatkan 

Belum optimalnya 

pengelolaan 
sumber daya alam 

dan masih adanya 

kawasan rawan 
bencana 

Adanya kebijakan 

otonomi yang memberi 
peluang kepada 

daerah untuk lebih 

mengembangkan 
daerahnya 

 

5 Partisipasi dan 
kontribusi 

masyarakat dalam 

pembangunan yang 
cukup tinggi 

Terbatasnya 
sumber 

pembiayaan 

pembangunan dan 
terbatasnya akses 

terhadap fasilitas 
dan pelayanan 

publik 

  

 
Berdasarkan analisis tersebut, maka strategi pembangunan Kabupaten Pacitan 

pada tahun 2011 sebagai upaya untuk menghadapi tantangan perekonomian 

daerah adalah :  

1. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

Usaha peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, air bersih, 

penanganan kawasan rawan bencana alam dan optimalisasi pengelolaan 

sumber daya alam terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa 

merusak lingkungan serta ekosistem disekitarnya sebagai upaya 

menciptakan keseimbangan alam. 

 

2. Keberpihakan pada masyarakat miskin (pro poor) dan pengangguran (pro 

job) dan gender (pro gender); 
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Upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan 

pengangguran, ini dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi serta 

penciptaan lapangan kerja di segala bidang usaha dan salah satunya 

dengan mendatangkan investor di daerah serta memberikan kesempatan 

usaha yang sama bagi kaum perempuan maupun laki-laki. 

 

3. Pemerataan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi yang bertumpu 

pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor riil; 

Untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berupa 

kemampuan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan dan 

meningkatkan pendapatan daerah maka sektor-sektor riil terus ditingkatkan 

produksi dan produktifitasnya seperti sektor pertanian dan peternakan, 

perikanan dan kelautan, pertambangan dan industri serta memprioritaskan 

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

 

Prospek perekonomian daerah pada tahun 2012, dengan semakin membaiknya 

kondisi perekonomian global, nasional maupun regional maka akan berdampak 

positip pada perekonomian lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. 

 
3.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 
  

 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan untuk mengimplementasikan 

program dan mewujudkan visi misi kepala daerah serta menyelesaikan isu 

strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan prioritas program dan 

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011. Sesuai 

dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun regional, maka 

kebijakan ekonomi makro di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2011 serta dalam 

rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan 

struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi 

dan potensi daerah maupun regional. 

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2011, diarahkan 

pada:  

1. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan 

pengganguran melalui pemberdayaan ekonomi rakyat; 

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan;  
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3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan SDA dengan 

memperhatikan dampak perubahan iklim global; 

4. Mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

 
3.4 ANALISIS dan PERKIRAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN DAERAH 

 

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan 

pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik 

kewenangan pusat yang di dekonsentrasikan kepada Gubernur maupun 

ditugaskan kepada pemerintah daerah dalam rangka tugas pembantuan. 

Sementara sumber-sumber pendanaan daerah yang dapat ditingkatkan dan 

dipergunakan bagi kelanjutan pembangunan di daerah adalah : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : 

a. Pendapatan pajak daerah; 

b. Pendapatan retribusi daerah; 

c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Pendapatan Transfer, meliputi : 

a. Dana perimbangan; 

b. Transfer pemerintah pusat lainnya. 

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, meliputi : 

a. Pendapatan hibah; 

b. Pendapatan dana darurat; 

c. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah; 

d. Bantuan keuangan dari propinsi; 

e. Pendapatan lainnya. 

 

3.4.1 Dana Desentralisasi 

Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer 

ke APBD Kabupaten sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang 

pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Dalam analisis dan perkiraan sumber-sumber 

pendanaan daerah untuk RKPD Kabupaten dalam desentralisasi ke desa, 

terdapat belanja tidak langsung yang disampaikan kepada pemerintah 

desa. Bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah 

desa dengan realisasi dan perkiraan sebagai berikut : 
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Tabel : 3.3 
Belanja Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 

 
(dalam ribuan rupiah) 

NO JENIS BELANJA 
REALISASI  PERKIRAAN 

2009 2010 2011 

1 Belanja bagi hasil pemerintah 

Kabupaten kepada pemerintah 
Desa 

2.502.956 2.738.359 2.738.359 

2 Belanja bantuan keuangan 

pemerintah Kabupaten kepada 
pemerintah Desa 

46.801.060 43.760.560 43.760.560 

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan 

3.4.2 Dana Dekonsentrasi 

 Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil 

pemerintah melalui Kementerian / Lembaga yang bersumber dari APBN. 

Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 masih mengharapkan 

anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi.  

3.4.3 Dana Tugas Pembantuan 

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan 

pemerintah dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan 

yang bersumber pada dana APBN. Pada tahun 2011 Kabupaten Pacitan 

diperkirakan masih mendapatkan dana tugas pembantuan. 

 
3.5 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan 

indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara 

efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja 

dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi 

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat maka digunakan analisis 

keuangan daerah. 

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara 

sungguh-sungguh adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam 

wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

APBD merupakan arahan atau pedoman Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode 

1 (satu) tahun anggaran. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak 

terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan 

dengan menekankan pada prinsip keadilan, kepatutan dan manfaat sebagai 
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konsekuensi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan 

warna baru bagi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan 

keuangan berdasarkan Undang-undang tersebut bertumpu pada upaya 

peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi keuangan 

publik baik dari sisi pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja 

daerah maupun pengelolaan pembiayaan daerah.  

Mekanisme penyusunan APBD mulai tahun 2007, dimulai dari penetapan arah 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penetapan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang akhirnya bermuara pada penetapan APBD. 

Penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan mengacu pada 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas 

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Adapun penyusunan arah kebijakan keuangan daerah, dilakukan melalui 3 (tiga) 

tahapan yaitu Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja 

Daerah dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. 

 
3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah  

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sebagai 

daerah otonom, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat 

mempengaruhi pembiayaan yang wajib dilakukan oleh daerah. 

Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan 

dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Pendapatan Asli 

Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan 

PAD Kabupaten Pacitan semakin meningkat, karena ada 

penambahan berbagai jenis obyek pajak.  
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2. Dana Perimbangan; 

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan 

Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi 

kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi 

Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus. Kebijakan pemerintah dengan pola cash transfer lebih dekat 

dan mempermudah proses pencairan dana sehingga mempercepat 

pelaksanaan kegiatan. Disamping itu dengan adanya Reward and 

Punishment dari pemerintah pusat, mendorong pemerintah daerah 

memacu untuk meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 

  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang terdiri dari Dana 

Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 

dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi.  

Arah pengelolaan pendapatan daerah harus memperhatikan upaya 

untuk meningkatkan pajak dan retribusi serta penerimaan daerah 

lainnya sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Hal ini 

dimungkinkan karena pendapatan daerah dalam struktur APBD masih 

merupakan unsur yang cukup penting peranannya dalam mendukung 

penyelengaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. 

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011 diarahkan 

pada : 

a)  Peningkatan dan pencapaian target pendapatan daerah baik pajak 

langsung maupun tidak langsung yang terencana sesuai kondisi 

perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang 

ada;  

b)  Intensifikasi dan ektensifikasi sumber pendapatan daerah yang 

dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan 

berkelanjutan;  

c)  Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah. 
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Proyeksi Pendapatan APBD tahun 2011 sebesar Rp.655.514.139.089,00 

(Enam ratus lima puluh lima milyar lima ratus empat belas juta seratus 

tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang diperoleh 

dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar 

Rp.27.737.440.470,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh 

tujuh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh 

rupiah) dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar 

Rp.535.075.934.421,00 (lima ratus tiga puluh lima milyar tujuh puluh 

lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh 

satu rupiah) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan 

sebesar Rp.92.700.764.198,00 (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus 

juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan 

rupiah). Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2008 s/d Tahun 2011 

sebagaimana tersajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2008 s.d Tahun 2011 

 
(dalam ribuan rupiah) 

No 
Jenis Pendapatan 

Daerah 

Realisasi  Proyeksi 

2008  2009 2010 2011 
1 2 4 5 6 7 

1.1 Pendapatan Asli 

Daerah 

23.039.296 27.666.707 27.737.440 27.737.440 

1.1.1 Pajak Daerah 3.819.100 4.876.459 4.834.000 4.834.000 

1.1.2 Restribusi Daerah 14.273.689 16.731.537 17.680.756 17.680.756 

1.1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

941.126 1.805.264     2.000.288    2.000.288 

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan 

Asli Daerah Yang Sah 

4.005.380 4.253.440 

  

  3.222.395   3.222.395 

1.2 Dana Perimbangan 491.659.430 520.650.372 535.075.934 535.075.934 

1.2.1 Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

23.545.116 30.306.732 41.401.539 41.401.539 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 406.718.314 429.136.640 435.690.795 435.690.795 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 61.396.000  61.207.000 57.983.600 57.983.600 

1.3 Lain-lain Pendapatan 
Daearah yang Sah 

32.166.506 47.188.828 128.154.964 
 

128.154.964 
 

1.3.1 Hibah 8.485.504 86.819 1.172.214 1.172.214 

1.3.2 Dana Darurat 0                 0 0 0 

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak 
Dari Provinsi Dan Dari 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

18.862.664 22.074.842 
  

26.813.231 
 

26.813.231 
 

1.3.4 Dana Penyesuaian Dan 

Otonomi Khusus 

4.249.837 18.351.031 64.715.318 64.715.318 

1.3.5 Bantuan Keuangan 
Provinsi Atau 

Pemerintah Daerah 
Lainnya 

568.500 6.676.135  35.454.200 35.454.200 

JUMLAH  PENDAPATAN 

DAERAH 
477.392.287 595.505.909 690.968.339 690.968.339 

Sumber  :  DPPKA Kab. Pacitan 
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3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 

 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah 

Kabupaten Pacitan disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi 

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk kemudian 

menghasilkan output dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin 

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan 

kegiatan. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung, yang 

meliputi :  

1. Belanja Pegawai : diarahkan untuk gaji dan tunjangan PNS, accres, 

uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan 

tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

2. Belanja Hibah : diberikan dalam bentuk uang atau barang yang akan 

dianggarkan apabila telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja 

urusan wajib dengan tujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan seperti dana operasional 

organisasi/lembaga semi pemerintah. 

3. Belanja Bantuan Sosial : dianggarkan untuk menunjang 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang diwujudkan dalam 

bentuk uang maupun barang. 

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa : 

dialokasikan guna memperkuat kapasitas keuangan dan 

pembangunan di desa yang bersifat block grant sebagai bentuk 

pengembalian hasil pajak dan restribusi daerah. 

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintahan 

Desa : bantuan keuangan kepada pemerintah desa bersifat umum 

dan khusus digunakan untuk seperti misalnya membiayai Alokasi 

Dana Desa (ADD) serta Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah 

Desa (TPAPD). 

6. Belanja Tidak Terduga : ditujukan untuk menanggulangi beban 

belanja yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, seperti 

bencana alam dan bencana sosial yang bersifat darurat. 

Sementara Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja 

Barang dan Jasa serta Belanja Modal, yang arah kebijakan belanjanya   

memprioritaskan pada : 
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1. Pengalokasian kegiatan diupayakan adanya pemerataan dan keadilan 

pada wilayah di Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kondisi, 

permasalahan dan kebutuhan masing-masing wilayah; 

2. Penggunaan belanja di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan rutin 

perkantoran; 

3. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan berbasis kinerja yang diharapkan 

mempunyai manfaat pada jangka panjang; 

4. Penggunaan alokasi anggaran berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 

s.d Tahun 2011 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.5 
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan  

Tahun 2008 s.d Tahun 2011 
(dalam ribuan rupiah) 

No 
Jenis Belanja 

Daerah 

Realisasi  Proyeksi 

2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Belanja Tidak 

Langsung 

365.959.332 420.304.925 481.776.681 526.424.104 

2.1.1 Belanja Pegawai 308.307.730 358.986.729 382.217.621 459.388.005 

2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0 0 

2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 

2.1.4 Belanja Hibah 7.095.000 3.632.000 44.045.460 13.188.000 

2.1.5 Belanja Bantuan 
Sosial 

4.587.180 6.382.180 7.014.680 5.212.180 

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 

Kepada Kabupaten 
dan Pemerintah Desa 

1.920.311   2.502.956    2.738.359 3.238.359 

2.1.7 Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 
Kabupaten dan 

Pemerintahan Desa 

39.429.110   46.801.060 43.760.560 43.397.560 

2.1.8 Belanja Tidak 
Terduga 

4.620.000 2.000.000    2.000.000 2.000.000 

2.2 Belanja Langsung 252.051.143 204.209.874 136.415.542 172.391.410 

2.2.1 Belanja Pegawai 25.726.217 22.956.632 21.261.209 16.038.651 

2.2.2 Belanja Barang dan 

Jasa 

88.278728 78.890.312 73.748.805 80.781.255 

147.
497.

2.2.3 

Belanja Modal 138.046.197 102.362.930 41.405.527 75.571.503 

JUMLAH BELANJA 
DAERAH 

618.010.475 624.514.800 618.192.223 698.815.515 

Sumber  : DPPKA Kab. Pacitan 

 

3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

 

 Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima 

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan 



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2011 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  34 

 

untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011 diarahkan 

untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah 

pada akurasi, efisiensi dan pengelolaan keuangan serta pendapatan. 

Selain itu pembangunan daerah yang dilakukan diharapkan mampu 

dibiayai tidak hanya bersumber dari APBD saja, melainkan dari sumber-

sumber yang lain seperti masyarakat, sektor swasta serta pemerintah, 

baik Propinsi maupun Pusat.  

Arah kebijakan pembiayaan daerah akan dilakukan melalui upaya 

peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutup defisit 

anggaran yang disebabkan kebutuhan anggaran pembangunan daerah 

yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih 

penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.  

Tahun 2011 merupakan tahun dasar RPJMD Kabupaten Pacitan hasil 

Pemilukada tahun 2010, yang secara efektif akan menjalankan visi dan 

misinya yang tertuang dalam RPJMD. Berbagai kebijakan pembiayaan, 

baik itu penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, hal tersebut  

harus memperkuat posisi APBD pada tahun selanjutnya. 

 Realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2008 s.d Tahun 2011 

dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.6 
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pacitan  

Tahun 2008 s.d Tahun 2011 
 

(dalam ribuan rupiah) 

No 
Jenis Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 

Realisasi  Proyeksi 

2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 

JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN DAERAH 

74.287.243 41.489.875 41.413.823 5.500.000 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun 
Sebelumnya (SIPA)  

73.397.243 40.589.509 40.613.823 5.000.000 

3.1.2 Pencairan Dana 

Cadangan 

0 0 0 0 

3.1.3 Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah Yang 
dipisahkan 

0 0 0 0 

3.1.4 Penerimaan Pinjaman 

Daerah 

0 0 0 0 

3.1.5 Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 

0 0 0 0 

3.1.6 Penerimaan Piutang 
Daerah 

890.000 900.365 800.000 500.000 

JUMLAH PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

2.252.000 3.179.000 1.750.000 1.750.000 

3.2.1 Pembentukan Dana 
Cadangan 

 

0 0 0 0 
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No 
Jenis Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 

Realisasi  Proyeksi 

2008 2009 2010 2011 

3.2.2 Penyertaan Modal 

(Investasi) Daerah 

1.530.000 2.969.000 1.500.000 1.500.000 

3.2.3 Pembayaran Pokok 
Utang 

0 0 0 0 

3.2.4 Pemberian Pinjaman 

Daerah 

722.000 210.000 250.000 250.000 

Sumber  : DPPKA Kab. Pacitan 

 

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2011 meliputi kebijakan 

penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan,  

kebijakan peneriman pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan 

sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih 

Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan Silpa harus benar-benar 

sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang 

bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan. Penerimaan Silpa 

tahun sebelumnya dimanfaatkan lebih dulu untuk kesejahteraan 

masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan 

diprioritaskan. Selain melalui Silpa, kebijakan peneriman pembiayaan 

juga ditempuh dengan Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan 

pengeluaran pembiayaan pada tahun 2011 akan ditempuh melalui  

penggunaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Perusahaan 

Daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian 

pinjaman modal untuk usaha mikro kecil menengah yang diarahkan 

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan 

akses modal kepada pengusaha kecil. Bantuan modal kepada 

masyarakat, penyalurannya melalui belanja tidak langsung yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(DPPKA) Daerah. 

 


